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Abstract

Indonesia as a country based on law (rechstat), has the consequence of the supremacy of law. This means that every
state administrative action must be based on applicable law, in addition to providing legal certainty (principle of
legality). A democratic system based on law and people's sovereignty is the basis of life in the nation and state.
Democracy as a system of government adopted by Indonesia states that a government is led by the people, from the
people, and for the people. The form of manifestation of the democratic system is the holding of direct elections. The
basic basis for the implementation of elections is Article 22 E paragraph (1) of the 1945 Constitution which has
mandated the holding of quality elections, involving the widest possible participation of the people on the principles
of democracy, namely direct, general, free, secret, honest and fair through legislation. General elections as a means
of implementing people's sovereignty are carried out directly, generally, freely, honestly, and fairly by guaranteeing
the principles of representation, accountability and legitimacy in the Unitary State of the Republic of Indonesia based
on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The dynamics of general elections are often
colored by the issue of political dowries by political contestants, as published in various media in Indonesia. The
practice of political dowries can be understood as underhand transactions involving the provision of funds from
certain prospective officials for certain positions in political party elections as their political vehicles (Susilo, 2018:
155). General elections are actually an arena that accommodates prospective candidates in political contests that
achieve the power of people's participation to determine choices and as a channel for the social and political rights
of the community itself. The implementation of elections provides people's hope with the birth of a leader who is able
to prosper and make the people happy with several policies he makes. However, the election process is often marred
by several individuals from the candidate candidates and their campaign teams who use all means to win the political
contest, in addition to political dowries, money politics is also often a hot issue in political contests. Money politics
occurs not only in candidate pairs, but also because people who think instantly are often attracted to money politics.
Law enforcement in this case needs to be considered in order to preserve a democratic party that is free from criminal
acts in the election. With the inclusion of basic rights in the implementation of the election, the principles of election
integrity also apply which require independent community monitoring and transparent and accountable election
implementation. This is as important as other principles that must also be established by the organizing institution
(KPU) by having standards of behavior and ethics, and being able to apply the rules fairly without discrimination.
To ensure that the election runs in accordance with the provisions and principles of the election, supervision is needed
for the course of each stage of the election. In the context of election supervision in Indonesia, supervision of the
election process is institutionalized by the existence of the Election Supervisory Body (Bawaslu). Supervision by
Bawaslu is a form of institutionalized supervision from a State organ.
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Abstrak

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (rechstat), mempunyai konsekuensi yakni adanya supremasi
hukum. Ini artinya, setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku, selain harus
memberikan kepastian hukum (asas legalitas). Sistem demokrasi yang berlandaskan hukum dan berkedaulatan rakyat
menjadi dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut oleh
Indonesia menyatakan bahwa suatu pemerintahan dipimpin oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk
pengejawantahan dari sistem demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilu secara langsung. Adapun landasan dasar
dilaksanakannya pemilu adalah pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang telah mengamanatkan
diselenggarakannya pemilu dengan berkualitas, mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip
demokrasi yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui suatu perundang-undangan. Pemilihan umum
sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil
dengan menjamin prinsip perwakilan, akuntabilitas dan legitimasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dinamika pada pemilihan
umum seringkali diwarnai dengan isu mahar politik oleh para kontestan politik, sebagaimana dipublikasi diberbagai
media di Indonesia. Praktik mahar politik dapat dipahami sebagai transaksi dibawah tangan yang melibatkan
pemberian sejumlah dana dari calon pejabat tertentu untuk jabatan tertentu dalam pemilu partai politik sebagai
kendaraan politiknya (Susilo, 2018: 155). Pemilihan umum sejatinya merupakan sebuah arena yang mewadahi para
calon kandidat dalam kontestasi politik yang meraih kekuasaan partisipasi rakyat untuk menentukan pilihan dan
sebagai penyalur hak sosial dan politik masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan pemilu memberikan harapan rakyat
dengan lahirnya seorang pmimpin yang mampu menyejahterakan dan membahagiakan rakyat dengan beberapa
kebijakan yang dibuatnya. Namun dalam proses pemilu seringkali dicederai oleh beberapa oknum dari para calon
kandidat beserta tim suksesnya yang mengunakan segala cara untuk memenangkan kontestasi politik, selain mahar
politik, money politic juga kerap menjadi isu hangat dalam kontestasi politik. Terjadinya politik uang bukan hanya
pada pasangan kandidat, namun juga karena masyarakat yang berpikir instan seringkali tertarik dengan politik uang.
Penegakan hukum dalam kasus ini perlu diperhatikan guna melestarikan pesta demokrasi yang bersih dari tindak
pidana dalam pemilu. Dengan dicantumkannya hak dasar dalam pelaksanaan pemilu, maka berlaku pula prinsip-
prinsip integritas pemilu yang mensyaratkan adanya pemantauan masyarakat yang independen dan penyelenggaraan
pemilu yang transparan dan akuntabel. Hal ini serupa pentingnya dengan prinsip lain yang juga harus ditetapkan oleh
institusi penyelenggara (KPU) dengan memiliki standar perilaku dan beretika, serta mampu menerapkan aturan secara
adil tanpa pandang bulu. Untuk menjamin agar pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas pemilu, diperlukan
suatu pengawalan terhadap jalannya setiap tahapan pemilu. Dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia,
pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pengawasan dari Bawaslu adalah bentuk pengawasan yang terlembaga dari suatu organ Negara.
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A. Pendahuluan
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara.

Republik  Indonesia  Tahun 1945
menyatakan bahwa "kedaulatan berada
di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar". Makna
dari "kedaulatan berada di tangan rakyat"
dalam hal ini ialah bahwa rakyat
memiliki kedaulatan, tanggung jawab,
hak dan kewajiban untuk secara
demokratis memilih pemimpin yang
akan membentuk pemerintahan guna
mengurus dan melayani seluruh lapisan
masyarakat, serta memilih wakil-wakil
rakyat untuk mengawasi jalannya
pemerintahan. Perwujudan kedaulatan
rakyat dimaksud dilaksanakan melalui
pemilihan umum secara langsung
sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih
wakil-wakilnya yang akan menjalankan
fungsi melakukan pengawasan,
menyalurkan aspirasi politik rakyat,
membuat  undang-undang  sebagai
landasan bagi semua pihak di Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam
menjalankan  fungsi  masing-masing,
serta merumuskan anggaran pendapatan
dan  belanja  untuk  membiayai
pelaksanaan  fungsi-fungsi  tersebut.
Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6)
Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
pemilihan umum untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diselenggarakan berlandaskan azas
langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil setiap lima tahun
sekali. Pemilihan umum dimaksud
diselenggarakan dengan menjamin
prinsip keterwakilan, yang artinya
setiap orang Warga Negara Indonesia
terjamin memiliki wakil yang duduk
di lembaga perwakilan yang akan
menyuarakan aspirasi rakyat di setiap
tingkatan pemerintahan, dari pusat
hingga, ke daerah. Dengan asas
langsung, rakyat sebagai pemilih
mempunyai hak untuk memberikan
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suaranya secara langsung sesuai
dengan kehendak hati nuraninya,
tanpa perantara. Pemilihan yang
bersifat umum mengandung makna
menjamin kesempatan yang berlaku
menyeluruh  bagi semua warga
negara, tanpa diskriminasi
berdasarkan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, kedaerahan,
pekerjaan, dan status sosial. Setiap
warga negara yang berhak memilih
bebas menentukan pilihannya tanpa
tekanan dan paksaan dari siapa pun.
Di dalam melaksanakan haknya,
setiap warga negara dijamin
keamanannya oleh negara, sehingga
dapat memilih  sesuai  dengan
kehendak hati nurani. Dalam
memberikan  suaranya,  pemilih
dijamin bahwa pilihannya tidak akan
diketahui oleh pihak mana pun.
Pemilih memberikan suaranya pada
surat suara dengan tidak dapat
diketahui oleh orang lain. Dalam

penyelenggaraan pemilu ini,
penyelenggara  pemilu, aparat
pemerintah, peserta pemilu,

pengawas pemilu, pemantau pemilu,
pemilih, serta semua pihak yang
terkait harus bersikap dan bertindak
jujur  sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Setiap pemilih
dan peserta pemilu mendapat
perlakuan yang sama, serta bebas dari
kecurangan pihak manapun. Dalam
pemilihan umum, keberadaan partai
politik sebagai peserta ditandai
dengan tanda gambar dan nama-nama
calon anggota lembaga perwakilan
dari partai yang bersangkutan. Untuk
memudahkan rakyat dalam
menentukan  pilihannya,  tanda
gambar  partai  politik  peserta
pemilihan umum tentu harus berbeda
antara satu partai politik dengan
partai politik lainnya dan tidak boleh
menggunakan simbol-simbol/tanda
identitas kelembagaan yang
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digunakan oleh gerakan separatis atau
organisasi terlarang. Bagi calon
anggota DPD, keberadaan sebagai
peserta pemilihan umum ditandai
dengan pasfoto diri dan nama-nama
calon anggota DPD yang
bersangkutan. Pengaturan lebih lanjut
mengenai keikutsertaan partai politik
dan perseorangan dalam pemilihan
umum dituangkan dalam pasal-pasal
Undang-Undang ini. Agar tercipta
derajat kompetisi yang sehat,
partisipatif, dan mempunyai derajat
keterwakilan yang lebih tinggi, serta
memiliki mekanisme
pertanggungjawaban yang jelas,
maka penyelenggaraan pemilihan
umum harus dilaksanakan secara
lebih berkualitas dari waktu ke waktu.
Oleh Kkarena itu, dipandang perlu
untuk mengganti landasan hukum
penyelenggaraan pemilihan umum
yang tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewaii
Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 2006 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2006 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Menjadi Undang-Undang, dengan
undang-undang baru vyang lebih
komprehensif dan sesuai untuk
menjawab tantangan permasalahan
baru dalam penyelenggaraan
pemilihan umum.
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B. Metode

Penelitian yang dilakukan adalah
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif
deskriptif, dimana pokok bahasan berkaitan
dengan tema, di jelaskan berdasarkan kajian
pustaka, dengan model atau literature yang
sesuai dengan pokok bahasan. Metode yang
digunakan juga mengacu pada model
pembahasan studi kasus tentang kepemiluan,
demokrasi kebangsanaan, serta hak asasi warga
masyarakat berkaitan dengan kedaulatan

rakyat.

. Pembahasan dan Hasil

Demokrasi adalah pemerintahan dari,
oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat
membentuk pemerintahan sebagai wujud
pelaksanaan kedaulatan rakyat

dilaksanakan lalui pemilihan umum.
Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat
dapat dilakukan melalui  demokrasi
langsung maupun demokrasi perwakilan.
Demokrasi langsung bercirikan rakyat
mengambil bagian secara pribadi dalam
tindakantindakan dan pemberian suara
untuk membahas dan mengesahkan
undangundang. Sedangkan dalam
demokrasi perwakilan, rakyat memilih
warga lainnya sebagai wakil yang duduk di
lembaga  perwakilan  rakyat  untuk
membahas dan mengesahkan undang-
undang. Prinsip negara kedaulatan rakyat

memiliki hubungan yang erat dengan
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makna demokrasi. Demokrasi berasal dari
kata demos dan kratein. Demos berarti
rakyat dan kratein berarti pemerintahan.
harfiah

pengertian pemerintahan rakyat. Abraham

Secara demokrasi  memiliki
Lincoln mengartikan demokrasi sebagai
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat. Jadi dalam negara demokrasi,
rakyat yang memiliki kekuasaan untuk
mengatur pemerintahan, atau kekuasaan
ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan
makna Kkedaulatan rakyat. Demokrasi
adalah bentuk pemerintahan di mana semua
warga negaranya memiliki hak setara dalam
pengambilan  keputusan yang dapat
mengubah hidup mereka. Demokrasi
mengizinkann warga negara berpartisipasi
melalui

baik secara langsung atau

Perwakilan dalam perumusan,
pengembangan, dan pembuatan hukum.
Demokrasi mencakup kondisi  sosial,
ekonomi, dan budaya yang memungkinkan
adanya praktik kebebasan politik secara

bebas dan setara.

1. Makna Demokrasi

Makna demokrasi berkaitan erat dengan
sistem sosial pendukungnya dan sistem
politik atau rezim yang menggunakannya.
Disamping mengandung unsur-unsur yang
universal

(common denominator),

demokrasi juga mengandung
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muatanmuatan kontekstual yang melekat
pada sistem sosial dan sistem politik
tertentu (cultural relativism). Demokrasi
erat kaitannya dengan sistem sosial tertentu
karena demokrasi tidak hanya sekedar
merujuk pada mesin politik (political
machinary), tetapi juga mengandung
pandangan hidup (way of living) suatu
masyarakat. Pelaksanaan demokrasi sangat
dipengaruhi oleh kebijakan publik (public
policy) yang banyak ditentukan para
pemimpin (elite) organisasi politik dan
kelompok kepentingan (interest group)
yang tampil secara kompetitif. Bahkan,
negara yang paling otoriter sekalipun akan
menyatakan  dirinya sebagai  negara
demokrasi.

Konsep dasar demokrasi berarti rakyat
berkuasa (government of rule by the
people). Abraham Lincoln (1809-1865),
Presiden AS  ke-16  (1861-1865),
demokrasi: - from the people (dari rakyat) -
by the people (oleh rakyat), and - for the
people (untuk rakyat). Demokrasi diartikan
sebagai pemerintahan atau kekuasaan, dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Suatu
negara termasuk negara demokrasi apabila
memiliki azas atau prinsip-prinsip negara
demokrasi yaitu sebagai Dberikut: a.
pengakuan dan perlindungan terhadap hak
asasi manusia. b. partisipasi rakyat dalam
hukum.

pemerintahan. c.  Supremasi
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Kemudian azas atau prinsip-prinsip
tersebut terlihat dalam ciri-ciri negara
demokrasi yaitu sebagai berikut: a.
Memiliki lembaga perwakilan rakyat. b.
Adanya pemilihan umum untuk memilih
wakil rakyat. c. Adanya lembaga yang
mengawasi

jalanya pemerintahan d.

Pemerintahan berdasarkan hukum
(konstitusional).

2. Demokrasi Dan Pemilihan Umum

Kita telah mengetahui bahwa Negara Indonesia adalah

negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila.
Demorasi Pancasila memiliki makna demokrasi
yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai
satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh
nilai Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan ~ dalam  permusyawaratan/
perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Demokrasi  Pancasila
merupakan demokrasi yang sesuai dengan
bangsa Indonesia karena bersumber pada tata
nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat
dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu.
Azas atau prinsip utama Demokrasi Pancasila,
yaitu:  pengambilan  keputusan  melalui
musyawarah mufakat. Musyawarah berarti
pembahasan untuk menyatukan pendapat
dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat
adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai
keputusan berdasarkan kebulatan pendapat.
Jadi musyawarah mufakat berarti pengambilan

suatu keputusan berdasarkan kehendak orang
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banyak (rakyat), sehingga tercapai kebulatan

pendapat. Musyawarah  mufakat harus
berpangkal tolak pada hal-hal berikut: 1.
Musyawarah mufakat bersumberkan inti
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. 2. Pengambilan
keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat
melalui  hikmat kebijaksanaan. 3. Cara
mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus
berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur
serta mempertimbangkan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. 4.
Keputusan yang diambil harus dapat
dipertanggungjawabkan secara moral kepada
Tuhan dan  menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dan keadilan. 5. Keputusan harus
dilaksanakan secara jujur dan bertanggung

jawab.
D. Simpulan

Untuk menjamin agar pemilu berjalan
sesuai dengan ketentuan dan asas pemilu,
diperlukan suatu pengawalan terhadap
jalannya setiap tahapan pemilu. Dalam
konteks pengawasan pemilu di Indonesia,
pengawasan terhadap proses pemilu
dilembagakan dengan adanya lembaga
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pengawasan dari Bawaslu adalah bentuk
pengawasan yang terlembaga dari suatu
organ Negara. Terlepas dari aturan tentang
pemilihan umum yang diatur sedemikan

rupa untuk memberikan kedaulatan bagi
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rakyat itu sendiri dalam penyelenggaraan
pemilihan umum, pada prakteknya terdapat
banyak permasalahan yang pada akhirnya
mengurangi, merampas, dan meniadakan
kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan
pemilu. Pemerintahan yang seharusnya
berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat berubah menjadi pemerintahan yang
berasal, dari, dan untuk kepentingan
kelompok tertentu. Hal yang paling
mencolok terjadi dalam pemilihan presiden
dan wakil presiden yakni Black Campaign.
Permasalahan penyelenggaraan pemilihan
umum Yyang berakibat pada kedaulatan
rakyat seperti money politic, budaya money
politic marak terjadi dimana — mana dan
bukan lagi merupakan rahasia umum.
Praktik politik uang terjadi pada saat
pengusungan calon yang dilakukan partai
dan pada saat pencarian dukungan langsung
dari rakyat. Rakyat dibayar, disuap, untuk
memilih calon tertentu. Dengan demikian,
rakyat dalam menentukan pilihannya tidak
lagi dalam kehendak bebas, kesadaran akan
bangsa dan negara, maupun dalam
pengendalian penuh atas dirinya. Money
politic meniadakan prinsip kedaulatan
rakyat dalam pemilihan umum. Suara yang
diberikan tidak berdasarkan prinsip jujur

dan adil.
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